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KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 100.3.3.1/KEP.409/2025
TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026
GUBERNUR PAPUA,

. a, bahwa unlluk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan
u_pah bagl _pckcrja,.-' buruh melalui mekanisme penyesuaian
Upah Mimimum provins: yang didasarkan pada kondisi
ckonomi dan ketenagakerjaan, serta memperhatikan Hasil

Rumusan Sidang Dewan Pen h Provinsi
Srommy et gupahan Provinst Papua

b. hah*.f.ra mempertimbangkan aspirasi vang berkembang dalam
menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penvesuaian
atas kebjjakan Upah minimum Tahun 2026 dengan tctap
memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomeor 36 Tahun 2021
tcntang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir derlgan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
'I‘ahun_ 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemcnntgh‘ Nomar 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Upah minimum provinsi  ditetapkan dengan I{e:putusa:;

Gubernur dan  diumumkan ' |
: palin ambat y
Desember 2025; " S

d. bahwa bcrdafﬁarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Gubernur Papua tentang Upah Minimum Provinsi
Papua Tahun 2026,

;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Olonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Inan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907),

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomar 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
\Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Taehun 2021 ten tang Pengupahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)
sebagaimana telah diubah bebernpa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang

Pengupahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Namaor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 7148);

 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerjn dan Transmigrasi Nomor 7

Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik
indonesta Tahun 2013 Nomor 1239);

9, Peraturan Menteri Ketenagakeriaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Kebutuhan Hidup Lavak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 948| scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentern Ketenagakerjoan Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mentert Kelenagakerjnan Nomor 21
Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomar 1170},

10. Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi
Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum;

1 1. Keputusan Menteri Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
Nu?nnr 102/ Men/V1/ 2004 tentang Waktu Rerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur,

insi .3, 23372025
12. Keputusan Gubernur Provinsi Papu Nomor 100.3.3.1/KEP
tcnl::ng Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Papua Masa
Bhalkt 2025-2028,
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Memperhatikan : 1, Hasil Rumusan Dewan Pengupahan Provinsi Papua
Tahun 2025,

2. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua, tanggal 22
Desember 2025.

3.Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Unsur
Pengusaha dan Unsur Pekerja/Buruh, tanggal 22

Desember 2025,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Papua dan Upah

Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2026 dengan rincian
sebagai berikut ;

a.Upah Minimum  Provinsi (UMP] Papua sebesar
Rp.4.436.283 - (Empat juta cempat ratus tiga puluh enam

ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) per bulan,
mengalami kenaikan sebesar 3,51% atau scbhesar Rp.

150.433,- (Seratus lima puluh riby empat ratus tiga puluh
tiga rupiah) dari UMP Papua Tahun 2025

0. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua sebesar
Rp.4.476.209,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh enam

ribu dua ratus sembilan rupiah) per bulan, dengan kenaikan
sebesar 0,9% atau schesar Rp,39 926,- (Tiga puluh sembilan

ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dari UMSP
Mapua Tahun 2025,

KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam

iktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdir dan
upah pokok termasuk lunjangan letap,

KETIGA : Upah Minimum Sektoral schagaimana dimaksud  dalam
Diktum KESATU ditetapkan untuk sektor lertenty  yang
memiliki karskteristik dan risiko keria yang berbeda dari sektor

lainnya, dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atay
spesialisasi vang diperlukan,

KEEMPAT  : Upah Minimum hanva berlaku bagi pekerja/burah vang
dengan mase kerja kurang dari 1 (satu) tahun di perusahaan

sedangkan dengan masa kerja diatas | (satu) whun atay lebih,
besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah,

KELIMA : Bagt pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 {satu)
tahun yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah
lebih besar dari Upah Minimum.

KEENAM : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dan

ketentuan UMP dan UMSP yang ditetapkan dalam Keputusan
ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
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RETUJUH

KEDELAPAN

. Perusahaan dilaran

. Upah

oo Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum

TU dikecualikan bagi pekeria/b '
e L bagl pekerja/buruh usaha mikro dan

g membayar upah lebih rendah dan Upah

Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.,

KESEMBILAN : Perusahaan dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan

KESEPULUH : Perusahaan

KESEBELAS

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dal ‘
oy gail ud dalam Diktum

: vang membavar upah  pekerja/buruh
dibawah/lebih rendah dari upah minimum sehagaimana

dimqkf.ud dalam Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi
administratif  cesyal

ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januar 2026,

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.L.K., S.H., M.H
KOMJEN POL {Purn)

j denpan aslinya
WEIRO HUKUM,

WA pfA, SH., M. Hum
OE(2 199712 2 001



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

| Menten Dalam Negeri RI di Jakarta;
. Menten Tenaga Kerja Rl di Jakarta:
4. Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta;

4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;

6. Kepala Perwakilan Badan Peme

riksa Keuangan Provinsi Papua
di Javapura;

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provins:
Papua di Jayapura;
8. Ketua DPD APINDO Provinsi Papua di Javapura;
9. Ketua DPD SPSI Provinsi Papua di Jayapura;
10. Ketua SPNI Provinsi Papua di Jayapura;
11. Ketua SP Provinsi Papua di Jayapura;
12. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua di Jayapura;
13. Kepala PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Papua di Jayapura;
14. Kepala BPJS Keschatan Provins: Papua di Jayapura;
15. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua di Jayapura;

16. Ketua Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Neger: Kelas [A di Jayapura,

17 Bupati/Walikota se Provins: Papua,



